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KEPUTUSAN
MENTER] PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 314  TAHUN 2021
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak untuk jangka waktu satu tahun,
diperlukan peta jabatan yang menggambarkan
ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil untuk setiap jenjangjabatan;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2021;

—
.

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

3. Peraturan ...
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3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887},

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU merupakan pedoman dalam penataan
Aparatur Sipil Negara Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.

KETIGA : Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan
satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Peta Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31A TAHUN 2021

TENTANG

PETAJABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021

STAF AHLI MENTERI
{KELAS 16) MENTERI Frasos oo s
_&\_//

INSPEKTUR
KELAS 15

SEKRETARIS
KEMENTERIAN

KELAS 17

STAFKHUSUSMENTERI
(KELAS 14)

DEPUT! BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUT! BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG
KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK ANAK PARTISIPASI PERLINDUNGAN HAK PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PEREMPUAN KHUSUSANAK

KELAS 16 KELAS 16 KELAS 16 KELAS 16 KELAS 16
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L PETA JABATAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN

SEKRETARIS
KEMENTERIAN

(Kelas 17)

REPUBLIK INDONESIA

=r. e

.....................................................................

I I | 1 INSPEKTUR
Kepala Biro Kepala Biro Kepala Biro Kepala Biro
Data dan Perencanaan dan Hukumdan Sumber Daya (Kelas 13)
Informasi Keuangan Hubungan Manusia dan
Masyarakat Umum
(Kelas 14) (Kelas 14) (Kelas 14) (Kelas 14)
Jabatan Fungsional
Tertentu i3 |
Perancang Peraturan
Perundang- 15
undangan Utama
Analis Kebijakan 14

Utama
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B
A.  PETA JABATAN BIRO DATA DAN INFORMASI
Kelas ABK Bezetting | Kebutuhan KET
No | Nama Jabatan | Jabatan pyg | pppK | PNS | PPPK | BNS | pPPK
1 | Kepala Biro Data 14 1 1 0
dan Informasi
2 | Pranata Komputer 13 0 0 0
Ahli Utama
3 | Statistisi Ahli 13 2 2 0
Madya
(koordinator)
4 | Statistisi Madya 11 0 0 0
5 | Statistisi Muda 10 Z & 0
(subkoordinator)
6 | Statistisi Muda 9 0 0 0
7 | Statistisi Pertama 8 2 2 0
8 | Pranata Ahli 13 1 1 0
Komputer Madya
(koordinator)
9 | Pranata Komputer K] 0 0 0
Ahli Madya
10 | Pranata Komputer 10 2 2 0
Ahli Muda
{subkoordinator)
11 | Pranata Komputer 9 0 0 0
Ahli Muda
12 | Pranata Komputer 8 10 1 9
Ahli Pertama
13 | Pranata Komputer 8 0 0 0
Penyelia
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14 | Pranata Komputer 7 0 0 0
Pelaksana
Lanjutan
15 | Pranata Komputer 6 8 0 -8
Pelaksana
16 | Manggala 8 2 0 -2
Informatika
Pertama
17 | Analis Sistem 7 &} 0 -3
Informasi
30 11 -19 -19
TOTAL PEGAWAI
30 -19
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PETA JABATAN BIRO PERENCANAANDAN KEUANGAN

ABK Bezetting | KEBUTUHAN
Kelas
No Nama Jabatan KET
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

1 | Kepala Biro 14 1 1 0
Perencanaan dan
Keuangan

2 | Analis Anggaran 13 1 1 0
Madya (koordinator)

3 | Analis Anggaran 12 0 0 0
Madya

4 | Analis Anggaran 10 1 1 0
Muda
(subkecordinator)

5 | Analis Anggaran 10 0 0 0
Muda

6 | Analis Anggaran 8 3 0 -3
Pertama

7 | Analis Perencanaan 7 A J 0
Anggaran

8 | Perencana Ahli 10 1 1 0
Muda
(subkoordinator)

9 | Perencana Ahli 9 0 0 0
Muda

10 | Perencana Ahli 8 6 0 -6
Pertama

11 | Analis Rencana 7 2 0 =
Program dan
Kegiatan

12 | Perencana Ahli 13 1 1} 0
Madya (Koordinator)

13 | Analis Anggaran 10 il 1 0
Muda
(subkoordinator)

14 | Analis Anggaran 10 0 0 0
Muda

15 | Analis Anggaran 8 7 0 -7
Pertarna

16 | Analis Perencanaan 7 1 1 0
Anggaran

17 | Perencana Ahli 10 1 0 -1
Muda
(subkoordinator|

18 | Perencana Ahli 9 0 0 0
Muda
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18

Perencana Ahli
Pertama

0

20

Analis Monitoring
Evauasi dan
Pelaporan

21

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Madya
(Koordinator)

13

22

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Madya

12

23

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda
(subkoordinator)

10

24

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda

10

25

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Pertama

26

Pranata Keuangan
Ahli APBN Penyelia

27

Pranata Keuangan
APBN Mahir

28

Pranata Keuangan
APBN Terampil

10

29

Analis Keuangan

30

Analis Laporan
Keuangan

31

Pengelola Keuangan

32

Verifikator
Keuangan

33

Pengadministrasi
Keuangan

Pengelola
Administrasi
Pemerintahan

TOTAL PEGAWAI

64

25

25
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BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASY ARAKAT

No

Nama Jabatan

Kelas
Jabatan

ABK

Bezetting

Kebutuhan

KET

PNS | PPPK

PNS | PPPK

PNS | PPPK

Kepala Biro
Hukum Dan
Hubungan
Masyarakat

14

1

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan
Utama

i3

Penyuluh
Hukum Utama

13

Penerjemah
Utama

13

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan
Madya
(Koordinator)

13

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan
Madya

11

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan Muda
{Subkoordinator)

10

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan Muda

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan
Pertama

10

Analis Hukum
Ahli Madva

1l

11

Analis Hukum
Ahli Muda
{Subkoordinator}

10

12

Analis Hukum
Ahli Muda

13

Analis Hukum
Ahli Pertama

14

Penyuluh
Hukum Madva

15

Penyuluh
Hukum Muda

16

Penyuluh
Hukum Pertama

4
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17

Penyusun
Rancangan
Perundang-
undangan

18

Analis Hukum

19

Pranata Humas
Madya
(Koordinator}

13

20

Pranata Humas
Madva

11

21

Pranata Humas
Muda
(Su bkoordinator)

10

22

Pranata Humas
Muda

23

Pranata Humas
Pertama

24

Penyusun
Bahan Informasi
dan Publikasi

25

Analis Publikasi

26

Pranata Humas
Penvelia

27

Pranata Humas
Pelaksana
Lanjutan

28

Pranata Humas
Pelaksana

29

Analis Kebijakan
Madya
{Koordinator)

13

30

Pranata Humas
Muda
{Subkoordinator}

10

Sl

Pranata Humas
Muda

32

Pranata Humas
Pertama

Pener jemah Ahli
Madva

Penerjemah Ahli
Muda

35

Penerjemah Ahli
Pertama

36

Analis Kerja
Sama

37

Pengelola
Administrasi
Pemerintahan

TOTAL PEGAWAI

62

16

62

16
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D. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

No Nama Jabatan Kelas ABK Bezetting Kebutuhan

Jabatan "pNc T PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

1 | Kepala Biro Sumber 14 1 1 0
Daya Manusia Dan
Umum
2 | Analis Sumber Daya 14 0 0 0
Manusia Aparatur Ahli
Utama
3 | Pustakawan Utama 13 0 0 0
4 | Arsiparis Utama 13 0 0 0
5 | Analis Sumber Daya 13 2 2 0

Manusia Aparatur Ahli
Madya (Koordinator)

& | Analis Sumber Daya 12 0 0 0
Manusia Aparatur Ahli
Madya

7 | Analis Sumber Daya 10 5 5 0
Manusia Aparatur Ahli
Muda (Sub
Koordinator)

8 | Analis Sumber Daya 10 0 0 0
Manusia Ahli Aparatur
Muda

9 | Analis Sumber Daya '8 20 0 -20
Manusia Aparatur Ahli
Pertama

10 | Analis Kebijakan 8 1 1 0
Pertama

11 | Pranata Sumber Daya 8 0 0 0
Manusia Aparatur
Penyelia

12 | Pranata Sumber Daya 7 0 0 0
Manusia Aparatur
Pelaksana Lanjutan

13 | Pranata Sumber Daya 6 1 1 0
Manusia Aparatur
Pelaksana

i di h. kemenpppa. go. i d



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Sl

14 | Analis Organisasi T 0 0

15 | Analis Tata Laksana i 0 0

16 | Penyusun Norma, 7/ il 0
Standar, Prosedur Dan
Kriteria

17 | Analis Kinerja 7 4 -3

18 | Analis Pengembangan 7 il 0
Kompetensi

19 | Analis Kesejahteraan 7 1 0
Sumber Daya Manusia
Aparatur

20 | Pengelola Kepegawaian 6 0 o

21 | Kepala Bagian Rumah 13 1 0
Tangga dan Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa

22 | Kepala Sub Bagian 10 il 0
Kerumahtanggaan

23 | Pengawas Keselataman 7 2 -1
dan Kesehatan Kerja
dan Perlindungan
Lingkungan

24 | Penata Laksana Barang 9 0 0
Penyelia

25 | Penata Laksana Barang 8 0 0
Mahir

26 | Penatalaksana Barang 6 7 -7
Terampil

27 | Pengelola BMN 6 3 2

28 | Pengelola Sarana dan 6 | 0
Prasarana

29 | Kepala Sub Bagian 10 1 0
Protokol

30 | Analis Protokol i 5 -4

31 | Petugas Protokol 6 5 -2
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32 | Pengelola Pengadaan 11 0 0 0
Barang/Jasa Madya
33 | Pengelola Pengadaan 10 1 1 0
Barang/Jasa Muda
(Subkoordinator])
34 | Pengelola Pengadaan 9 0 0 0
Barang/Jasa Muda
35 | Pengelola Pengadaan 8 16 1 -15
Barang/Jas&ertama
36 | Pranata Barang Jasa 3) 3 0 -3
37 | Pengelola Layanan 6 1 1 0
PengadaanSecara
Eiektronik
38 | Arsiparis Madya 11 & 0 4
39 | Arsiparis Muda 10 4 4 0
(Subkoordinator)
40 | Arsiparis Muda 9 = 0 -2
41 | Arsiparis Pertama 8 13 0 -13
42 | Arsiparis Penyelia 8 0 0 0
43 | Arsiparis Pelaksana i 0 0 0
Lanjutan
44 | Arsiparis Pelaksana 6 15 1 -14
45 | Pustakawan Madya 11 1 0 -1
46 | Pustakawan Muda 9 0 0 0
47 | Pustakawan Pertama 8 1 1 0
48 | Pustakawan Penyelia 8 0 0 0
49 | Pustakawan Pelaksana 7 0 0 0
Lanjutan
50 | Pustakawan Pelaksana 6 2 0 -2
51 | Pengawas 7 0 0 0
Perpustakaan
52 | Pengelola Perpustakaan 6 1 |\ 0
53 | Dokter Pertama 9 1 2 1. 0 -2
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54 | Dokter Gigi Pertama 9 1 1 0

55 | Psikolog Klinis 8 0 -2
Peratama

56 | Apoteker Pertaina 9 0 0 0

57 | Asisten Apoteker 8 G G 0
Penyelia

58 | Asisten Apoteker 7 0 0 0
Pelaksana Lanjutan

59 | Asisten Apoteker 6 1 0 -1
Pelaksana

60 | Perawat Muda 9 1 0 -1

61 | Perawat Pertama 8 1 2 1

62 | Perawat Penyelia 8 o 0 0

63 | Perawat Mahir 7/ 0 0 0

64 | Perawat Terampil 6 0 0 0

65 | Perawat Gigi Penyelia 8 0 0 0

66 | Perawat Gigi Mahir T 0 0 0

67 | Perawat Gigi Terampil 6 1 0 -1

68 | Pengelola Administrasi 6 6 6 0
Pemerintahan

TOTAL PEGAWAI =2 2 2
143 43 -100
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II. PETA JABATAN INSPEKTORAT
ABK Bezetting Kebutuhan
Kelas
No | Nama Jabatan KET
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 Inspektur 15 1 1 0
2 | Auditor Utama 13 i 0 -1
3 | Kepala Sub 10 1 il 0
Bagian TU
4 | Arsiparis Muda 9 0 0 0
5 | Arsiparis 8 1 0 -1
Pertama
6 Pranata 9 0 0 0
Keuangan APBN
Penyelia
7 | Pranata 8 0 0 0
Keuangan APBN
Mahir
8 | Pranata 7 1 0 -1
Keuangan APBN
Terampil
9 | Auditor Madya 11 2 2 0
10 | Auditor Muda 9 4 3 -1
11 | Auditor Pertama 8 2 2 0
12 | Auditor Penyelia 8 0 0 0
13 | Auditor 7 0 0 0
Pelaksana
Lanjutan
14 | Auditor 6 7 3 -4
Pelaksana
15 | Pengelola 6 1 1 0
Keuangan
21 0 13 0 -8 0
TOTAL PEGAWAI o1 13 8
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lIl.  PETA JABATAN DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER

Asisten Deputi
Perumusan Kebijakan
Kesetaraan Gender

Deputi Bidang
Kesetaraan Gender

( Kelas 16}

( Kelas 14}

Asisten Deputi
Pengarusutamaan Gender
Bidang Ekonomi

( Kelas 14)

Asistenr Deputi
Pengarusutamaan Gender
Bidang Politik dan
Hukum

( Kelas 14)

| di h. kemenpppa. go.id

Sekretaris Deputi Bidang

Kesetaraan Gender

(Kelas 14}

Asisten Deputi
Pengarusutamaan Gender
Bidang Sosial dan
Budaya

{ Kelas 14)
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PETA JABATAN SEKRETARIAT DEPUTI BID ANG KESETARAAN GENDER

No

Nama Jabatan

Kelas
Jabatan

ABK

Bezetting

Kebutuhan

PNS | PPPK

PNS | PPPK

PNS | PPPK

KET

Sekretaris
Deputi Bidang
Kesetaraan
Gender

14

Analis Anggaran
Madya
{Koordinator)

13

Analis Anggaran
Muda
(Subkoordinator)

10

Analis Anggaran
Muda

10

Analis Anggaran
Pertama

Analis
Perencanaan
Anggaran

Analis Rencana
Program dan
Kegiatan

Analis
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan

Analis Data dan
Informasi

10

Analis
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Madya -
Koordinator

13

11

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan Muda

Subkoordinator

10

12

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan Muda

13

Penyusun
Rancangan
Peraturan
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15

Analis Kinerja

SirE

16

Analis
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda -
Subkoordinator

10

17

Analis
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda

10

13

Pranata
Keuangan APBN
Penyelia

19

Pranata
Keuangan APBN
Mabhir

20

Pranata
Keuangan APBN
Terampil

21

Arsiparis
Terampil

22

Verifikator
Keuangan

23

Pengelola
Keuangan

TOTAL PEGAWAI

23

-14

23

14

j di h. kemenpppa. go. i d




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- G

PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN
KESETARAAN GENDER

Kelas ABK Bezetting | Kebutuhan
No Nama Jabatan KET
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Perumusan
Kebijakan
Kesetaraan Gender
2 | Analis Kebijakan 14 0 0 0
Utama
3 | Analis Kebijakan 13 3 2 -1
Madya
(Koordinator)
4 | Analis Kebijakan 12 0 0 0
Madya
S | Analis Kebijakan 10 3 2 -1
Muda (Sub
Koordinator]
6 | Analis Kebijakan 10 0 0 0
Muda
7 | Analis Kebijakan 8 15 0 -15
Pertama
8 | Analis 7 8 8 0
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak
30 0 13 0 -17 0
TOTAL PEGAWAI
30 13 =il
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C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG EKONOMI
Kelas ABK Bezetting Kebutuhan KET
No Nama Jabatan
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Pengarusutama
an Gender
Bidang Ekonomi
B Perencana Ahli 13 0 0 0
Utama
3 Perencana Ahli 13 2 2 0
Madya
(Koordinator)
4 Perencana Ahli 11 0 0 0
Madya
S Perencana Ahli 10 2 ) 0
Muda(Sub
Koordinator)
6 Perencana Ahli 9 0 0 0
Muda
i Perencana Ahli 8 7 0 -7
Pertama
8 Analis 7 8 B 0
Pemberdayaan
Perempuan dan
Analk
TOTAL PEGAWAI 15 0 8 0 -7 0
15 -7
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D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG POLITIK DAN HUKUM

ABK Bezetting Kebutuhan

Kelas

No Nama Jabatan
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Pengarusutamaan
Gender Bidang

Politik dan Hukum

2 | Perencana Ahli 13 0 0 0
Utama

3 | Perencana Ahli 13 2 1 -1
Madya (Koordinator}

4 | Perencana Ahli 11 0 0 0
Madya

5 | Perencana Ahli 10 2 2 0
Muda (Sub
Koordinator)

6 | Perencana Ahli 9 0 0 0
Muda

7 | Perencana Ahli 8 11 0 -11
Pertama

8 | Analis 7 5 5 0
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak

TOTAL PEGAWAI 21 0 9 0 -12 0
21 9 -12
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REPUBLIK INDONESIA
)

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG SOSIAL DAN BUDAY A

ABK Bezetting Kebutuhan
No Nama Jabatan Kelas
Jabatan | pPNS PPPK | PNS | PPPK | PNS PPPK
1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Pengarusutamaan
Gender Bidang
Sosial dan Budaya
2 | Perencana Ahli 13 0 0 0
Utama
3 | Perencana Ahli 13 2 2 0
Madya
(Koordinator}
4 | Perencana Ahli 11 0 0 0
Madva
5 | Perencana Ahli 10 2 ", 0
Muda (Sub
Koordinatorj
6 | Perencana Ahli 9 0 0 0
Muda
7 | Perencana Ahli 8 9 0 9
Pertama
8 | Analis 7 2 2 0
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak
16 0 i 0 9 0
TOTAL PEGAWAI 16 = 9
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REPUBLIK INDONESIA

5 EEL i

IV. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

Deputi Bidang
Pemenuhan Hak
Anak

( Kelas 16 )

Asisten Deputi B

Perumusan
Kebijakan
Pemenuhan Hak
Anak

( Kelas 14)

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak
Sipil, Informasi,
dan Partisipasi
Anak

{ Kelas 14)

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak
Anak Atas
Pengasuhan dan
Lingkungan

( Kelas 14)

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak
Anak Atas
Kesehatan dan
Pendidikan

(Kelas 14)

i di h. kemenpppa. go. i d

Sekretaris Deputi
Bidang
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Anak
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A

REPUBLIK INDONESIA

-04 -

PETA JABATAN SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK

ANAK

No

Nama Jabatan

Kelas
Jabatan

ABK

Bezetting

Kebutuhan

PNS | PPPK

PNS | PPPK

PNS

PPPK

KET

Sekretaris
Deputi Bidang
Pemenuhan Hak
Anak

14

1

0

Analis Anggaran
Madya
(Koordinator}

13

Analis Anggaran
Muda
(Subkoordinator}

10

Analis Anggaran
Muda

10

Analis Anggaran
Pertama

Analis
Perencanaan
Anggaran

Analis Rencana
Program dan
Kegiatan

Analis
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan

Analis Data dan
Informasi

10

Analis
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Madya-
Koordinator

13

11

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan Muda

Subkoordinator

10

12

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan
Muda

13

Penyusun
Rancangan
Peraturan
Perundang-
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undangan

=pi3) By

14

Analis SDMA 74
Ahli Pertama

15

Analis Kinerja 7

16

Analis 10
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda-
Subkoordinator

17

Analis 10
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda

18

Pranata 9
Keuangan APBN
Penyelia

19

Pranata 8
Keuangan APBN
Mahir

20

Pranata 7
Keuangan APBN
Terampil

21

Arsiparis 7
Terampil

22

Penata 7
Keuangan

23

Pranata Laporan 7
Keuangan

24

Verifikator 6
Keuangan

25

Pengelola 6
Keuangan

26

Pengelola S
Administrasi
Pemerintahan

TOTAL PEGAWAI

j di h. kemenpppa. go.id
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MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
Sy =

B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMENUHAN HAK ANAK

ABK Bezetting Kebutuhan

Kelas

Nama Jabatan
Jabatan | pNs | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

Asisten Deputi 14 1 1 0
Perumusan
Kebijakan
Pemenuhan Hak
Anak

Analis Kebijakan 14 0 0 0
Utama

Analis Kebijakan 13 S 3 0
Madya {Koordinator)

Analis Kebijakan 12 0 0 0
Madya
Analis Kebijakan 10 3 3 0
Muda(Sub
Koordinator)
Analis Kebijakan 10 0 0 0
Muda
Analis Kebijakan 8 3 0 3
Pertama
Analis T 4 4 0
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak

14 0 i1 0 -3 0

TOTAL PEGAWAI

i4 11 -3
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MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
oy I

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK SIPIL,
INFORMASI, DAN PARTISIPASI ANAK

Kebutuhan Bezetting +

Kelas

Nama Jabatan
Jabatan | PNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

Asisten Deputi 14 1 1 0
Pemenuhan Hak
Sipil, Informasi dan
Partisipasi Anak

Perencana Ahli 13 0 0 0
Utama
Perencana Ahli 13 2 2 0

Madya (Koordinator)

Perencana Ahli 11 0 0 0
Madya

Perencana Ahli 10 2 2 0
Muda{Sub

Koordinator]

Perencana Ahli 9 ) 0 0
Muda
Perencana Ahli 8 15 0 -15
Pertama
Analis 77 4 4 0
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak
24 0 9 0 =15 0

TOTAL PEGAWAI

24 9 -15
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REPUBLIK INDONESIA
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D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS
PENGASUHAN DAN LINGKUNGAN

ABK Bezetting Kebutuhan

Kelas

Nama Jabatan
Jabatan | pNs | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

Asisten Deputi 14 1 1 0
Pemenuhan Hak
AnakAtas
Pengasuhan dan
Lingkungan

Perencana Ahli 13 0 0 0
Utama

Perencana Ahli 13 2 2 0
Madya (Koordinator)

Perencana Ahli 11 0 0] 0
Madva
Perencana Ahli Muda 10 2 ) 0

{Sub Koordinator)

Perencana Ahli Muda 9 0 0 0
Perencana Ahli 8 7 0 -7
Pertama
Analis 7 6 6 0
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak

18 0] 11 0 -7 0

TOTAL PEGAWAI

18 11 -7

i di h. kemenpppa. go. i d




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

o

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS
KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

ABK Bezetting Kebutuhan
Kelas
No Nama Jabatan KET
Jabatan | pNs | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Pemenuhan Hak
Anak Atas Kesehatan
dan Pendidikan
2 | Perencana Ahli 13 0 o 0
Utama
3 | Perencana Ahli 13 2 1 -1
Madya (Koordinator)
4 | Perencana Ahli 3l 0 0 0
Madya
5 | Perencana Ahli Muda 10 2 2 0
(Sub Koordinator)
6 | Perencana Ahli Muda ] 0 0 0
7 | Perencana Ahli 8 23 0 -23
Pertama
8 | Analis Pemberdayaan 7 7 7 0
Perempuan dan Anak
35 0 ik 0 -24 0
TOTAL PEGAWAI 35 1 53
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V. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT

Deputi Bidang
Partisipasi
Masyarakat

(Kelas 16)

Sekretaris Deputi
Partisipasi
Masyarakat

(Kelas 14)

Asisten Deputi A;;St?n D:lputl
Asisten Deputi Peningkatan an.gl_( .

. . . : artisipasi
Peningkatan Partisipasi Lembaga Oreanisasi
o . . ganisasi

Partisipasi Keluarga Profesi dan Dunia K d
Usaha cag
Kemasyarakatan
( Kelas 14) ( Kelas 14) (Kelas 14)
j di h. kenenpppa. go.id
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A.

REPUBLIK INDONESIA

31 -

PETA JABATAN SEKRETARIS DEPUTI
MASYARAKAT

BIDANG PARTISIPASI

No

Nama Jabatan

Kelas
Jabatan

Bezetting

Kebutuhan

PNS

PPPK

PNS | PPPK

PNS | PPPK

KET

Sekretaris
Deputi Bidang
Partisipasi
Masyarakat

14

1

0

Analis Anggaran
Madya
(Koordinator)

13

Analis Anggaran
Muda
(Subkoordinator)

10

Analis Anggaran
Muda

10

Analis Anggaran
Pertama

Analis
Perencanaan
Anggaran

Analis Rencana
Program dan
Kegiatan

Analis
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan

' Analis Data dan

Informasi

10

Analis
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Madya
(Koordinator)

13

11

Perancang
Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan Muda
(Subkoordinator)

10

i

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan Muda

j di h. kenenpppa. go.id
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REPUBLIK INDONESIA
a B%e

13 | Penyusun & 0 0 0
Rancangan
Peraturan
Perundang-
undangan

14 | Analis SDMA 7 1 0 -1
Ahli Pertama

15 | Analis Kinerja i 1 0 -1

16 | Analis 10
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda
(Subkoordinator

—
<

17 | Analis 10 0 0 0
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda

18 | Pranata G 0 0 0
Keuangan APBN
Penvelia

19 | Pranata 8 0 0 0
Keuangan APBN
Mahir

20 | Pranata 7 S 0 -5
Keuangan APBN
Terampil

21 | Arsiparis a7 1 0 -1
Terampil

22 | Penata 7 I 0 -1
Keuangan

23 | Pranata Laporan i 1 0 -1
Keuangan

—
o

24 | Sekretaris 6

25 | Verifikator 6 1 0 -1
Keuangan

26 | Pengelola 6 3 1 -2
Keuangan

26 0 o 0 -17

TOTAL PEGAWAI

26 9 -17
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REPUBLIK INDONESIA

-
B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PARTISIPASI
KELUARGA
ABK Bezetting Kebutuhan
No Nama Jabatan Kelas KET
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Peningkatan
Partisipasi Keluarga
2 | Analis Kebijakan 14 0 0 0
Utama
3 | Perencana Ahli Utama 13 0 0 0
4 | Analis Kebijakan 13 1 1 0
Madya (koordinator)
5 | Analis Kebijakan 12 0 0 0
Madya
6 | Analis Kebijakan 10 I 1 0
Muda (subkoordinator)
7 | Analis Kebijakan 10 0 0 0
Muda
8 | Analis Kebijakan 8 6 0 6
Pertama
9 | Perencana Ahli Madya 13 il 1 0
{koordinator)
10 | Perencana Ahli Madya 11 0 0 0
11 | Perencana Ahli Muda 10 ik 1 0
{subkoordinator)
12 | Perencana Ahli Muda 9 0 0 0
13 | Perencana Ahli 8 15 0 -15
Pertama
14 | Analis Pemberdayaan 7 5 5 0
Masyarakat dan
Kelembagaan
31 0 10 0 -21 0
TOTAL PEGAWAI 31 10 1

j di h. kemenpppa. go.id




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
e

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PARTISIPASI
LEMBAGA PROFESI DAN DUNIA USAHA

ABK Bezetting Kebutuhan
No Nama Jabatan Kelan
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Peningkatan
Partisipasi Lembaga
Profesi Dan Dunia
Usaha

2 | Analis Kebijakan 14 0 0 0
Utama

3 | Perencana Ahli 13 0 0 0
Utama

4 | Analis Kebijakan 13 1 1 0
Madya (koordinator)

5 | Analis Kebijakan 12 0] 0 0
Madya

6 | Analis Kebijakan 10 1 1 0
Muda
{subkoordinator)

7 | Analis Kebijakan 10 0 0] 0
Muda

8 | Analis Kebijakan 8 6 0 6
Pertama

g | Perencana Ahli 13 1 1 0]
Madya (koordinator)

10 | Perencana Ahli 11 0] 0 0
Madya

11 | Perencana Ahli 10 1 1 0]
Muda
(subkoordinator)

12 | Perencana Ahli 9 0 0 0
Muda

13 | Perencana Ahli 8 10 0 -10
Pertama

14 | Analis 77 2 2 0
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kelembagaan

TOTAL PEGAWAI 23 o 7 0 -16 0
23 -16

j di h. kemenpppa. go. i d




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI

e

PENINGKATAN PARTISIPASI
ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

ABK Bezetting Kebutuhan
Kelas
No Nama Jabatan KET
Jabatan | pNs | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Peningkatan
Partisipasi
Organisasi
Keagamaan dan
Kemasyarakatan

2 | Analis Kebijakan 14 0 0 0
Utama

3 | Perencana Ahli 13 0 0 0
Utama

4 | Analis Kebijakan 13 il 1 0
Madya (koordinator)

5 | Analis Kebijakan 12 0 0 0
Madya

6 | Amals Kebijakan 10 1 1 0
Muda
(subkoordinator)

7 | Analis Kebijakan 10 0 0 0
Muda

8 | Analis Kebijakan 8 2 0 2
Pertama

9 | Perencana Ahli 3 1 1 0
Madya (koordinator)

10 | Perencana Ahli 11 0 0 0
Madya

11 | Perencana Ahli 10 il 1 0
Muda
(subkoordinator)

12 | Perencana Ahli 9 0 0 0
Muda

13 | Perencana Ahli 8 5 0 -5
Pertama

14 | Analis 7 4 4 0
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kelembagaan

14 0 7 0 -7 0
TOTAL PEGAWAI T = =
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V1 PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Deputi Bidang
Perlindungan Hak
Perempuan

( Kelas 16 )

Asisten Deputi
Perumusan
Kebijakan
Perlindungan Hak
Perempuan

( Kelas 14)

Asisten Deputi
Perlindungan Hak
Perempuan Pekerja
dan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

( Kelas 14)

Sekretaris Deputi
Bidang
Perlindungan Hak
Perempuan

( Kelas 14)

Asisten Deputi
Perlindungan Hak
Perempuan Dalam
Rumah Tangga dan

Rentan

( Kelas 14)

Asisten Deputi
Pelayanan
Perempuan Korban
Kekerasan

i di h. kenenpppa. go. i d
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PETA JABATAN SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

HAK PEREMPUAN

= R

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No

Nama Jabatan

Kelas
Jabatan

ABK

Bezetting

Kebutuhan

PNS | PPPK

PNS | PPPK

PNS | PPPK

KET

Sekretaris
Deputi Bidang
Perlindungan
Hak Perempuan

14

1

0

Analis Anggaran
Madya
(Koordinator)

13

Analis Anggaran
Muda
(Subkoordinator)

10

Analis Anggaran
Muda

10

Analis Anggaran
Pertama

Analis
Perencanaan
Anggaran

Analis Rencana
Program dan
Kegiatan

Analis
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan

Analis Data dan
Informasi

10

Analis
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Madya
{Koordinator)

13

11

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan Muda
(Subkoordinator)

10

12

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan Muda

13

Penyusun
Rancangan
Peraturan
Perundang-
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REPUBLIK INDONESIA
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undangan

14

Analis SDMA
Ahli Pertama

15

Analis Kinerja

16

Analis
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda
(Subkoordinator)

10

17

Analis
Pengelolaan
Keuangan APBN
Ahli Muda

10

18

Pranata
Keuangan APBN
Penvelia

19

Pranata
Keuangan APBN
Mabhir

20

Pranata
Keuangan APBN
Terampil

21

Arsiparis
Terampil

22

Analis
Keuangan

23

Penata
Keuangan

24

Pranata Laporan
Keuangan

25

Verifikator
Keuangan

26

Pengelola
Keuangan

TOTAL PEGAWAI

j di h. kemenpppa. go. i d
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MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
RO

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

ASISTEN DEPUTI

PERUMUSAN KEBIJAKAN

ABK Bezetting Kebutuhan
Kelas
No Nama Jabatan KET
Jabatan | pPNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Perumusan
Kebijakan
Perlindungan Hak
Perempuan
2 | Analis Kebijakan i4 0 0 0
Utama
3 | Analis Kebijakan 13 3 3 0
Madya (Koordinator)
4 | Analis Kebijakan 12 0 0 0
Madya
5 | Analis Kebijakan 10 3 3 0
Muda
(Subkoordinator)
6 | Analis Kebijakan 10 0 0 0
Muda
7 | Analis Kebijakan 8 14 0] -14
Pertama
8 | Analis Perlindungan % = & 0
Perempuan
26 0 12 0 -14 0]
TOTAL PEGAWAI 6 15 7
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PUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
PEKERJA DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

ABK Bezetting Kebutuhan
Kelas
No Nama Jabatan KET
Jabatan | PNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Perlindungan Hak
Perempuan Pekerja
dan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Perencana Ahli Utama 14 0 0 0
Perencana Ahli Madya 13 2 2 0
{Koordinator)

4 | Perencana Ahli Madya 11 0 0 0

5 | Perencana Ahli Muda 10 2 2 0
{Subkoordinator)

6 | Perencana Ahli Muda g9 O O 0

7 | Perencana Ahli 8 17 0] -17
Pertama

8 | Analis Perlindungan 7 5 5 0
Perempuan

27 0 10 0 17 0
TOTAL PEGAWAI o7 10 7
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REPUBLIK INDONESIA

=41 =

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

DALAM RUMAH TANGGA DAN RENTAN

ABK Bezetting Kebutuhan
No Nama Jabatan Kelng KET
Jabatan | PNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Perlindungan Hak
Perempuan dalam
Rumah Tangga dan
Rentan
2 | Perencana Ahli 14 0 0 0
Utama
3 | Perencana Ahli 13 7 2 0
Madya (Koordinator)
4 | Perencana Ahli 11 0 0 0
Madya
5 | Perencana Ahli Muda 10 2 2 0
{Subkoordinator)
6 | Perencana Ahli Muda 9 0 0 0
7 | Perencana Ahli &8 29 0 -29
Pertama
8 | Analis Perlindungan i 4 4 0
Perempuan
38 0] 9 0 -26 O
TOTAL PEGAWAI 28 59
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S (o ot
E.  PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PELAYANAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN
ABK Bezetti Kebutuh KET
No Nama Jabatan Kelas ki el et
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Pelayanan
Perempuan Korban
Kekerasan
2 | Penyuluh Sosjal 13 2 2 0
Madya (koordinator)
3 | Penyuluh Sosial 11 0 0 0
Madya
4 | Penyuluh Sosial 10 3 3 0
Muda (Sub
koordinator)
5 | Pekerja Sosial Muda 10 1 1 0
{Subkoordinator)
6 | Penyuluh Sosial 9 0 0 0
Muda
7 | Pekerja Sosial Muda 9 0 0 0
8 | Penyuluh Sosial 8 0 0 0
Pertama
9 | Pekerja Sosial 8 2 0 -2
Pertama
10 | Psikolog Klinis 8 2 1 -1
Pertama
11 | Analis Hukum 8 2 Q -2
Pertama
12 | Konselor 7/ 4 0 -4 Proyeksi
Inpassing
17 0 8 0 9 0
TOTAL PEGAWAI 7 )
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VI. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Deputi Bidang
Perlindungan
KhususAnak

(Kelas 16)

Asisten Deputi
Perumusan
Kebijakan
Perlindungan
KhususAnak

( Kelas 14)

Asisten Deputi
Perlindungan
Anak Kondisi

Khusus

( Kelas 14)

Sekretaris Deputi
Bidang
Perlindungan
KhususAnak

( Kelas 14)

Asisten Deputi
Perlindungan
Khusus Anak dari
Kekerasan

Asisten Deputi
Pelayanan Anak
yang Memerlukan
Perlindungan
Khusus

( Kelas 14)

(Kelas 14)
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A. PETA JABATAN SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN

KHUSUS ANAK

ABK Bezetting Kebutuhan
Kelas
No Nama Jabatan KET
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 | Sekretaris Deputi 14 1 0
Bidang Perlindungan
KhususAnak
2 | Analis Anggaran Madya 13 1 0
(Koordinator)
3 | Analis Anggaran Muda 10 2 0
{Su bkoordinator]
4 | Analis Anggaran Muda 10 0 0
5 | Analis Anggaran 8 0 -2 Proyekst
Pertama Inpassing
© | Analis Perencanaan 7 1 0
Anggaran
7 | Analis Rencana 7 0 0
Program dan Kegiatan
8 | Analis Monitoring 7 ¢] -1
Evaluasi dan Pelaporan
9 | Analis Data dan i 0 0
Informasi
16 | Analis Pengelolaan 13 1 0 PPK
Keuangan APBN Ahli
Madya (Koordinator)
11 | Perancang Peraturan 10 1 0
Perundang-undangan
Muda {Subkoordinator)
12 | Perancang Peraturan 9 0 0
Perundang-undangan
Muda
13 | Penyusun Rancangan 7 1 0
Peraturan Perundang-
undangan
14 | Analis Sumber Daya 7 0 -1
Manusia Aparatur Ahli
Pertama |_
15 | Analis Kinerja 7 §] -1 Proyeksi
Inpassing
16 | Analis Pengelolaan 10 1 0 PPSPM
Keuangan APBN Ahli
Muda {Subkoordinator}
17 | Analis Pengelolaan 10 0 0 0
Keuangan APBN Ahli
Muda
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18 | Pranata Keuangan g 0 0 0
APBN Penyelia
19 | Pranata Keuangan 8 0 0 0
APBN Mahir
20 | Pranata Keuangan 7 ) 0 =5 Bendahara,
APBN Terampil BPP,
Penyusun
Bahan LK
21 | Arsiparis Terampil 7 i 0 -1 Sekretaris
22 | Sekretaris 6 1 1 0 =
23 | Verifikator Keuangan 6 i 1 0
24 | Pengelola Keuangan 6 3 0 -3
25 | Pengelola Kepegawaian 6 i 1 0
26 0 12 -14
TOTAL PEGAWAI % 5 =7
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B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

ABK Bezetting Kebutuhan
Kelas

Nama Jabatan KET
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

Asisten Deputi 14 1 1 0
Perumusan Kebijakan
Perlindungan Khusus

Anak

Analis Kebijakan 14 0 0 0
Utama

Analis Kebijakan 13 3 3 0

Madya (Koordinator)

Analis Kebijakan 12 0 0 0
Madya

Analis Kebijakan 10 3 3 0
Muda

(Subkoordinator)

Analis Kebijakan 10 0 0 0
Muda

Analis Kebijakan 8 29 0 -29
Pertama

Analis Pemberdayaarn 7 3 3 0

Perempuan dan Anak

39 0 10 0 -29 0
39 10 -29

TOTAL PEGAWAI
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C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK KONDISI
KHUSUS
ABK Bezetting | Kebutuhan
No Nama Jabatan Felas
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

1 | Asisten Deputi i4 1 1 0

Perlindungan Anak

Kondisi Khusus
2 | Perencana Ahii s ] 0 0

Utama
3 | Perencana Ahli 13 2 1 -1

Madya (Koordinator)
4 | Perencana Ahli 11 0 0 0

Madva
5 | Perencana Ahli Muda 10 2 2 0

(Su bkoordinator)
6 | Perencana Ahli Muda 9 0 0 0
7 | Perencana Ahli 8 23 0 -23

Pertama
8 | Analis Pemberdayaan T 10 10 0

Perempuan dan Anak

38 0] 14 0 -24 W)
TOTAL PEGAWAI e o 57
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D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
DARI KEKERASAN

ABK Bezetting Kebutuhan

Kelas

Nama Jabatan
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK

Asisten Deputi 14 1 1 0
Perlindungan Khusus
Anak dari Kekerasan

Perencana Ahli 13 0 0 0]
Utama

Perencana Ahli 13 2 2 0
Madya (Koordinator)

Perencana Ahli 11 0 0 0]
Madvya

Perencana Ahli Muda 10 2] 1 -1

{(Subkoordinator)

Perencana Ahli Muda 9 0 0 0
Perencana Ahli 8 23 0 -23
Pertama

Analis Pemberdayaan 7 6 6 0

Perempuan dan Anak

34 0 10 0 -24 0
34 10 -24

TOTAL PEGAWAI
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E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PELAYANAN ANAK YANG
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

ABK Bezetting | Kebutuhan
Kelas
No Nama Jabatan KET
Jabatan | pNS | PPPK | PNS | PPPK | PNS | PPPK
1 | Asisten Deputi 14 1 1 0
Pelayanan Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
2 | Penyuluh Sosial 13 2 2 0
Madva (Koordinator)
3 | Penyuluh Sosial 11 0 0 0
Madya
4 | Penyuluh Sosial Muda 10 3 3 0
{Subkoordinator)
5 | Pekerja Sosial Muda 10 1 1 0
{Subkoordinator)
6 | Penyuluh Sosial Muda 9 0 0 0
7 | Pekerja Sosial Muda 9 0 0 0
8 | Penyuluh Sosial 8 0 0 0
Pertama
9 | Pekerja Sosial Pertama 8 2 0 -2
10 | Psikolog Klinis 8 2 1 -1
Pertama
11 | Analis Hukum 8 2 0 2
Pertama
12 | Konselor 7 4 1 -3 Proyeksi
Inpassing
13 0 8 0 -5 0
TOTAL PEGAWAI 13 g 5
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